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PUTUSAN 

Nomor 319/Pdt.G/2025/PA.Bjn 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO 

Memeriksa  dan mengadili perkara tertentu  pada  tingkat pertama dalam 

sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan 

Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara : 

PENGGUGAT , NIK XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di, Kabupaten 

Bojonegoro,  Provinsi  Jawa  Timur,  (Saat  ini  sedang  bertempat 

tinggal di alamat :, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa 

Timur), dengan domisili elektronik pada alamat email,  sebagai 

Penggugat;   

Lawan 

TERGUGAT, NIK XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan Mediator Alat Berat, tempat kediaman di, Kabupaten 

Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama Bojonegoro;   

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa  dalam  surat  gugatannya,  tanggal  06  Februari  2025,  Penggugat   

mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Bojonegoro, Nomor 319/Pdt.G/2025/PA.Bjn, tanggal 06 Februari 2025, 

dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut : 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu 

tanggal 21 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 

1439  H,  yang  dicatat  oleh  KUA  Kalitidu,  Kabupaten  Bojonegoro,  Provinsi 
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Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0042/42/I/2018, tanggal 21 

Januari 2018;   

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat 

berstatus duda;   

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal 

di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah 

bersama selama 2 tahun 1 bulan;   

4. Bahwa semula rumah  tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan  rukun 

dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana 

layaknya suami istri;   

5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Penggugat dengan 

Tergugat belum dikaruniai anak;   

6. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018 hubungan rumah tangga Penggugat 

dengan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis,  sering  terjadi  perselisihan dan 

petengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi 

nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat cenderung 

menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan 

sehari-hari Penggugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

keluarga ditopang sendiri oleh Penggugat, dan Tergugat sering chattingan 

dengan mantan isteri Tergugat;   

7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Februari tahun 2021 di mana 

Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama pulang ke rumah orang tua 

Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat 

tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 4 tahun;   

8. Bahwa sejak saat itu  antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah 

ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;   

9. Bahwa sejak  itu  pula  Tergugat tidak pernah  memberikan  nafkah wajibnya 

kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung oleh 

orang tua Penggugat;   

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan 
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untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah 

sudah  sulit  dipertahankan  lagi  dan  karenanya  agar  masing-masing  pihak 

tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian 

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan 

permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi 

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  sudah  tidak  ada  harapan  lagi  untuk 

rukun dalam rumah tangga;   

11. Bahwa Penggugat merupakan masyarakat tidak mampu dibuktikkan 

dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 470/71/412.413.007/2025, 

tanggal 4 Februari 2025;   

12. Bahwa  Penggugat  bersedia  membayar  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan 

ketentuan yang berlaku;   

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua 

Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

PRIMER : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;   

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT);   

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;   

SUBSIDER : 

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah  datang 

menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di 

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas), 

yang  dibacakan  di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan 

patut  melalui  surat  tercatat  menggunakan  jasa  ekspedisi  PT  POS  Indonesia, 

sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat, disebabkan oleh suatu 

alasan yang sah; 
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Bahwa  Majelis  Hakim  telah  menasihati  Penggugat  agar  berpikir  untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya 

untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa  perkara ini tidak  dapat dimediasi,  karena  Tergugat  tidak pernah 

datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat 

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa  Penggugat  dalam gugatannya  telah  mendalilkan  bahwa ia tidak 

mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk 

beperkara secara cuma-cuma; 

Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk berperkara secara 

cuma-cuma, Pengadilan telah mengabulkan permohonan Penggugat 

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor   

276/KPA.W13/HK2.6/2025,  tanggal  6  Februari  2025,  yang  mana  merupakan 

bagian tak terpisahkan dari perkara a quo; 

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti,   

berupa : 

A. Surat : 

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  PENGGUGAT,  NIK  XXX, 

tanggal 20 Februari 2028, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 

Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Bojonegoro,  Provinsi  Jawa 

Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua 

Majelis diberi tanda P1;   

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0042/42/I/2018 tanggal 21 Januari 

2018, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, 

Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, 

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2; 

B. Saksi : 
1. Saksi  I, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpah 

sesuai  agamanya,  saksi  tersebut  memberikan  keterangan  yang  intinya, 

sebagai berikut : 
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 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah 

Saudara Kandung Penggugat;  

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah,  akan  tetapi 

belum dikaruniai anak; 

 Bahwa,  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  bersama  di 

rumah  orang  tua  Penggugat  selama  1  tahun,  kemudian  pindah  ke 

rumah bersama selama 2 tahun 1 bulan; 

 Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun 

dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2018, sering diwarnai 

perselisihan  dan  pertengkaran,  disebabkan  Karena  ekonomi  kurang, 

Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena 

Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa 

memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak 

Penggugat  dengan  Tergugat,  sedangkan  untuk  memenuhi  kebutuhan 

sehari-hari keluarga ditopang sendiri oleh Penggugat; 

 Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  telah  mengakibatkan   

Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal,  sekitar  selama  4 

tahun dan selama berpisah,  Penggugat  dan  Tergugat sudah  tidak 

saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi hingga sekarang; 

 Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali 

dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup 

merukunkan Penggugat dan Tergugat; 

2. Saksi II, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpah 

sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada 

pokoknya, sebagai berikut : 

 Bahwa saksi mengenal    Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah 

Saudara Kandung Penggugat; 

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah,  akan  tetapi 

belum dikaruniai anak; 

 Bahwa,  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  bersama  di 

rumah  orang  tua  Penggugat  selama  1  tahun,  kemudian  pindah  ke 

rumah bersama selama 2 tahun 1 bulan; 
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 Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, 

namun  sejak  bulan  Januari  tahun  2018,  sering  diwarnai  perselisihan 

dan pertengkaran, disebabkan Karena ekonomi kurang, Tergugat tidak 

memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat 

cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan 

kebutuhan  sehari-hari  Penggugat  dan  anak-anak  Penggugat  dengan 

Tergugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga 

ditopang sendiri oleh Penggugat; 

 Bahwa akibat perselisihan dan  pertengkaran  tersebut, Penggugat  dan 

Tergugat  berpisah  tempat  tinggal  sekitar  selama  4  tahun  dan  selama 

berpisah,  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  saling  berkomunikasi 

serta tidak saling mengunjungi; 

 Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali 

dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk 

merukunkan Penggugat dan Tergugat; 

Bahwa Penggugat telah menyampaikan simpulan yang isinya 

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang; 

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  Putusan  ini,  segala  yang  tercatat 

dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;   

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat 

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di 

persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai 

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas), 

yang  dibacakan  di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan 

patut,  sedangkan  tidak  ternyata  ketidakhadiran    Tergugat,  disebabkan  oleh 

suatu alasan yang sah; 

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan 

patut, tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan 
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gugatan  Penggugat  harus  diperiksa  secara  verstek,  vide  Pasal  125  ayat  (1) 

HIR; 

Menimbang,  bahwa  proses  mediasi  sebagaimana    diamanatkan  oleh 

Peraturan  Mahkamah  Agung RI No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, 

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  menasihati  Penggugat  agar 

rukun    dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 

dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil; 

Dalam Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa    yang    menjadi  pokok  sengketa  adalah  rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering diwarnai 

perselisihan dan pertengkaran, disebabkan  Karena ekonomi kurang, Tergugat 

tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat 

cenderung  menikmati  sendiri  hasil  kerjanya  tanpa  memperhatikan  kebutuhan 

sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sedangkan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang sendiri oleh 

Penggugat ...; 

Analisis Pembuktian 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau 

setidaknya  tidak  membantah  dalil  gugatan  Penggugat,  karena  Tergugat  tidak 

pernah menghadiri persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, 

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraiannya, dengan 

mengajukan  alat  bukti  yang  cukup,  sesuai  Pasal  163  HIR  jo.  Pasal  1685 

KUHPerdata; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah 

mengajukan bukti surat P.1 sampai P.2, dan 2 orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut    telah memenuhi syarat formil 

dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan 

pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR    juncto Pasal 1870 
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KUHPerdata, yang membuktikan Penggugat berada di wilayah yuridiksi 

Pengadilan Agama Bojonegoro dan Penggugat mempunyai legal standing 

sebagai Penggugat, karena terbukti Penggugat adalah istri sah Tergugat; 

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat 

formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 

dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan 

dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan    keterangan saksi,   

telah ditemukan fakta, sebagai berikut : 

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah,  akan  tetapi  belum 

dikaruniai anak; 

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

rumah  orang  tua  Penggugat  selama  1  tahun,  kemudian  pindah  ke  rumah 

bersama selama 2 tahun 1 bulan; 

3. Bahwa  semula  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun, 

namun  sejak  bulan  Januari  tahun  2018,  sering  diwarnai  perselisihan  dan 

pertengkaran, disebabkan Karena ekonomi kurang, Tergugat tidak memberi 

nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat cenderung 

menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari 

Penggugat  dan  anak-anak  Penggugat  dengan  Tergugat,  sedangkan  untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang sendiri oleh Penggugat; 

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama 

selama 4 tahun; 

5. Bahwa  selama  berpisah,  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah  lagi  saling 

berkomunikasi dan mengunjungi; 

6. Bahwa  keluarga  Penggugat  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan 

Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil; 

Fakta Hukum 

Menimbang, bahwa  berdasarkan analisis  bukti di atas,  ditemukan  fakta 

hukum, sebagai berikut : 

1. Bahwa sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat  berselisih dan 

bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal; 
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2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena sudah tidak saling 

berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri; 

Pertimbangan Petitum Perceraian 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim 

memberikan pertimbangan, sebagai berikut : 

Bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan 

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai 

suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang maha Esa; 

Bahwa  berdasarkan  ketentuan  tersebut,  salah  satu  unsur  perkawinan 

adalah adanya ikatan batin,    yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan 

unsur  yang  memegang  peran  penting  dalam  perkawinan.  Jika  unsur  tersebut 

sudah tidak ada, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak 

rukun; 

Bahwa  jika  salah  satu  pihak  atau  dua  belah  pihak  sudah  tidak  ada 

“ikatan batin” dalam rumah tangga, berarti sudah tidak ada rasa saling 

menyayangi  dan saling  menyintai, justru  sebaliknya,  yang akan  terjadi  adalah   

rumah tangga akan diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dan 

jika hal ini dibiarkan akan menimbulkan penderitaan dan penyiksaan lahir batin, 

oleh    karena  tujuan  perkawinan  sulit  diwujudkan,    maka  harus  diakhiri  dan 

diceraikan, sesuai dengan teori ushul, menghentikan kerusakan dan atau 

menghilangkan  sesuatu  yang  membahayakan  harus  dikedepankan  daripada   

menciptakan kemasalahatan   )بلج حلصمل ( عفد    دسافمل مدقم  ;ع

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  tersebut  telah  memenuhi  ketentuan 

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi  Hukum 

Islam,  Pasal  19  huruf  (f)  dan  Pasal  116  huruf  (f),    dan  juga  telah  memenuhi 

norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam, yakni : 

Dalam Al Qur’an surat An-Nisa’, ayat 130    :   
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اْم ْْ ا َْكِ عح سْاِْ
وْ  َ ناَْاُ    وَْ

ۗۗ
تِْْهٖۗ عَ سْ َْ م ِّنْ   ْ ُ ن  اْ رَّقَْا ُْغْ َْ

فْ اِْنْْي َّتَ
 وَْ

“Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberikan 

kecukupan kepada masing-masing pihak dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah 

Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana; 

Dalam kitab Fiqhussunnah, Jilid VIII, halaman 121-122 : 

ب   اذاو ةني ث     تت اهاوعد ىدل فا       اقل جوزل و نا لا ةجوزل   وأ ءاذ  عا امم

ة ل     قاط هعم ماود امهلثمأ   ب   عل صحل  اقل   زجعو نع  ب   لا اهقلط   امهن

ةقلط    ةنئا
"Jika gugatan Penggugat di depan pengadilan terbukti dengan keterangan istri 

atau  karena  pengakuan  suami,  sedangkan  hubungan  suami  istri  tidak  dapat 

lagi  diteruskan  karena  perbuatan  suami  yang  menyakitkan,  dan  pengadilan 

tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada 

istrinya";  

Menimbang, bahwa oleh karena  usaha  mediasi  dan perdamaian dalam 

setiap  persidangan  tidak  berhasil,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  rumah 

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  bisa  dipertahankan  lagi,  oleh  karena 

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin,    sehingga tujuan 

perkawinan  yang  dikehendaki  oleh  Firman  Allah  S.W.T  dalam  surat  Ar  Rum 

ayat  21  dan  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi 

Hukum Islam, Pasal 3,    tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan 

penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  Majelis  Hakim 

berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum 

Islam; 

Menimbang  bahwa  menurut  ketentuan  Pasal  119  ayat  (2)  Kompilasi 

Hukum  Islam,  salah  satu  talak  bain  sugra  adalah  talak  yang  dijatuhkan  oleh 

Pengadilan Agama, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai 
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dari Tergugat patut dikabulkan, dengan menyatakan jatuh talak satu bain sugra 

Tergugat kepada Penggugat;   

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan 

Penggugat dapat dikabulkan secara verstek; 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang 

perkawinan,  maka  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7 

Tahun 1989  tentang Peradilan Agama  sebagaimana telah diubah  dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  biaya  perkara  ini  dibebankan 

kepada Penggugat; 

Menimbang,  bahwa  memperhatikan  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat 

dalam  Pasal  60B  ayat  (2),  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  tentang 

Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang 

Peradilan  Agama  jo  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  tahun  2014 

tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu 

di Pengadilan, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama 

Bojonegoro Nomor : 276/KPA.W13/HK2.6/2025, tanggal 6 Februari 2025, yang 

pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara 

cuma-cuma  (prodeo),  maka  Penggugat  dibebaskan  untuk  membayar  segala 

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; 

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

ketentuan-ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

 

Amar Putusan 

MENGADILI   

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir;   

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;   

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT);   
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4. Membebaskan kepada Penggugat dari membayar biaya perkara ini.  

Penutup 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada 

hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan 26 Sya'ban 

1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H., sebagai Ketua 

Majelis,  Drs.  Abd.  Gani,  M.H.  dan  Drs.  H.  Mahzumi,  M.H.  masing-masing 

sebagai  Hakim  Anggota,  Putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang  terbuka 

untuk umum, disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi 

Pengadilan pada hari    itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim 

Anggota, dengan dibantu Ahmad Bajuri, S.H., M.H. sebagai Panitera 

Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

Ketua Majelis, 

 

ttd. 

 

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. 

Hakim Anggota, 

 

ttd. 

 

Drs. Abd. Gani, M.H. 

Hakim Anggota, 

 

ttd. 

 

Drs. H. Mahzumi, M.H. 

Panitera Pengganti, 

 

ttd. 

 

Ahmad Bajuri, S.H., M.H. 

 

Perincian biaya : 

Pendaftaran   Rp 0,00  
Proses   Rp 0,00  
Panggilan   Rp   0,00  
PNBP Rp 0,00  
Penyumpahan Rp 0,00  
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Redaksi   Rp 0,00  
Meterai   Rp 0,00  
Jumlah   Rp 0,00  

 

Disalin sesuai aslinya. 

Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, 

 

 

 

Misbah, S.H., M.H. 
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